
  
 

BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dijelaskan terlebih dahulu oleh Penulis pada bab-bab sebelumnya, melakukan studi pustaka 

dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisa teori-teori yang berkaitan dengan 

persaingan usaha dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang menyebabkan 

pelanggaran terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, maka Penulis berkesimpulan bahwa KPPU telah melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. KPPU memiliki tugas 

mengawasi, menilai, dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di bidang persaingan 

usaha sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-

L/2007 adalah bukti bahwa KPPU memiliki kewenangan yang tinggi sebagai lembaga 

independen untuk menanggulangi persaingan usaha tidak sehat. Beberapa operator telepon 

selular terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga. Dalam kasus tersebut KPPU berperan dengan 

menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan beberapa provider telepon 

selular, mengawasi dan menilai apakah perjanjian tersebut melanggar hukum, dan  

memutuskan bahwa provider tersebut dinyatakan bersalah melanggar. Berdasarkan 

wewenang yang dimiliki oleh KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 maka KPPU hanya berperan sampai pada tahap memutuskan dan memberikan sanksi 

kepada para pihak yang bersalah. Kemudian KPPU tidak melakukan tindakan pengawasan 

apakah sanksi putusan tersebut telah dilaksanakan atau tidak. Hal ini agar KPPU tidak 

 

 



  
menyalahi kewenangan dan tugas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999. 

  

B. SARAN 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka Penulis dengan segala keterbatasan dan 

kerendahan hati, di akhir penulisan hukum / Skripsi ini ingin memberikan saran yang 

sekiranya dapat berguna bagi semua pihak. Saran-saran yang ingin Penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Agar masyarakat dan para pelaku usaha dapat lebih mengerti mengenai Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, harus ada peran serta dari penegak hukum dalam menjelaskan 

mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan cara 

melakukan sosialisasi melalui seminar-seminar mengenai Persaingan Usaha. 

Sehingga dikemudian hari dapat tercipta iklim usaha yang kondusif dan tidak terjadi 

persaingan usaha yang tidak sehat. 

2. KPPU diharapkan melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha dengan cara 

memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mengenai 

prosedur menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku. Hal ini diharapkan mampu mengurangi terjadinya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

3. Terhadap para pelaku usaha, hendaknya dalam melakukan kegiatan usaha harus 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 

pelanggaran-pelanggaran seperti kasus penetapan tariff SMS off-net ini tidak 

terulang lagi. 
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